
Menimbang 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 

NOMOR 8 TAHUN 2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KETAPANG, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 bahwa apabila pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian Tahun Anggaran 2013- setelah peraturan 
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud dengan 
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran. APBD Tahun Anggaran 2013, untuk selanjutnya dana 
penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah teritang perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kola Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013, TP Guru PNSD dan DTP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan Tahun Anggaran 2013; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 

Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 Alokasi 

Dan Bantuan Keuangan agar ditampung dalam APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan bagi Daerah yang telah menetapkan 

APBD Tahun Anggaran 2013 agar ditampung dalam penyempurnaan/perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013; 

d. bahwa untuk melaksanakan Peraluran Menleri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi 
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kola Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Gubernur Kalimanlan Baral Nomor 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan 
Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
Anggaran 2013 perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati sesuai kelentuan yang berlaku; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Tahun Anggaran 2013. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor S Tahun 1953 lentang Pembenlukan Daerah 
Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 



/ 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

+ 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

, 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dae"rah dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran:Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabal Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Alas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara· atau Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 7 4, Tarn bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ; 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 



' 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layarian Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemeiintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



/ ., 
27. Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah untuk kedua kali 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai 
Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013; 

32. Keputusan Gubernur Kalimantan Baral Nomor : 42/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Baral Tahun Anggarn 2013; 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Daerah 
Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2006 Nomor 2) ; 

34. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perdwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ketapang (Lembaran Oaerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang 
Tahun 2008 Nomor 11); 

36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Oaerah kabupaten 
Ketapang Tahun 2008 Nomor 12); 

37. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten 
Ketapang Tahun 2008 Nomor 13) ; 

38. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten 
Ketapang Tahun 2008 Nomor 14); 



/ 
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Menetapkan 

39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2). 

40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2011 Nomor 3); 

Nomor 1 0 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10); 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11); 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12); 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13); 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Saluan (Lembaran Daerah l:(ab_upaten Ketapang Tahun 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15); 

47. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 124). 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2012 TENT ANG_ PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor :131) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas : 

41. Peraturan Daerah 

42. Peraturan Daerah 

43. Peraturan Daerah 

44. Peraturan Daerah 

45. Peraturan Daerah 

46. Peraturan Daerah 



/ a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 55,869,428,966.00 

2. Dana Perimbangan Rp 1,105,878,043,008.00 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 92,097,354,478.00 

Jumlah Pendapatan Rp 1,253,844,826,452.00 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp 435,089,182,087.50 

b) Belanja Hibah Rp 16,190,762,750.00 

c) Belanja Bantuan Sosial Rp 7,081,000,000.00 

d) Belanja Bantuan Keuangan Rp 67,753,576,446.00 
e) Belanja Tidak Terduga Rp 21,954,898,208.00 

Rp 548,069,419,491.50 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp 100,197,342,680.00 
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 288,060,970,435.50 
c) Belanja Modal Rp 338,799,119,654.00 

Rp 727,057,432,769.50 

Jumlah Belanja Rp 1,275,126,852,261.00 
Surplus / (Defisit) Rp (21,282,025,809.00) 

C. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp 31,282,025,809.00 
2. Pengeluaran Rp 10,000,000,000.00 

Jumlah Pembiyaan Netto Rp 21,282,025,809.00 

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

3. Lampi ran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantt.im dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 2% 

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Serita Oaerah Kabupaten 
Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 20 Maret 2013 

BUPATI KETAPANG, 

TTD 

HENRIKUS 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 20 Maret 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

TTD 
. 

ANDI DJAMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 8 

h Kepala Bagian Hukum . 
ft 'Sekretariat Daeral {abup ten Ketapang0 - 

E I RADI 
Penat tingka 

NIP. 197006 7 200003 1 001 

y 


